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I.
UMUM

Sumber  daya  energi  sebagai  kekayaan  alam  merupakan  anugerahTuhan  Yang  Maha  Esa  kepada  rakyat  dan  bangsa  Indonesia.  Selain  itu,sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting  bagi  hajat  hidup  rakyat  banyak  terutama  dalam  peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka sumberdaya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  33  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan  energi  yang  meliputi  penyediaan,  pemanfaatan,  dan pengusahaannya  harus  dilaksanakan  secara  berkeadilan,  berkelanjutan,  optimal,  dan  terpadu  guna  memberikan  nilai  tambah  bagi  perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyediaan,  pemanfaatan,  dan  pengusahaan  energi  yang  dilakukan secara  terus  menerus  guna  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dalam pelaksanaannya  harus  selaras,  serasi,  dan  seimbang  dengan  fungsi lingkungan hidup.

Mengingat  arti  penting  sumber  daya  energi,  Pemerintah  perlu menyusun rencana pengelolaan energi  untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang berdasarkan kebijakan pengelolaan energi jangka panjang.

Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  perlu  dibentuk  Undang-Undang tentang  Energi  sebagai  landasan  hukum  dan  pedoman  dalam  rangka pengaturan dan pengelolaan di bidang energi.

Adapun materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini antara lain :

a.
pengaturan energi yang terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumberdaya energi;

b.
cadangan penyangga energi guna menjamin ketahanan energi nasional;

c.
keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi;

d.

kewenangan  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam  pengaturan  dibidang energi;

e.

kebijakan  energi  nasional,  rencana  umum  energi  nasional,  danpembentukan dewan energi nasional;

f.

hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi;

g.

pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi;

h.

penelitian dan pengembangan.

II. 
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang  dimaksud  dengan  asas  kemanfaatan  adalah  asas  dalam pengelolaan energi yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang  dimaksud  dengan  asas  efisiensi  berkeadilan  adalah  asas  dalam pengelolaan  energi  yang  harus  mencapai  pemerataan  akses  terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau.

Yang  dimaksud  dengan  asas  peningkatan  nilai  tambah  adalah  asasdalam  pengelolaan  energi  yang  harus  mencapai  nilai  ekonomi  yang optimal.

Yang  dimaksud  dengan  asas  keberlanjutan  adalah  asas  dalam pengelolaan  energi  yang  harus  menjamin  penyediaan  dan  pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Yang  dimaksud  dengan  asas  kesejahteraan  masyarakat  adalah  asas dalam  pengelolaan  energi  yang  harus  mencapai  kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya.

Yang dimaksud dengan asas pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah asas  dalam  pengelolaan  energi  yang  harus  menjamin  kualitas  fungsi lingkungan yang lebih baik.

Yang  dimaksud  dengan  asas  ketahanan  nasional  adalah  asas  dalam pengelolaan  energi  yang  harus  mencapai  kemampuan  nasional  dalam pengelolaan energi.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah asas dalam pengelolaan energi  yang  harus  mencapai  pengelolaan  energi  secara  terpadu  antar sektor.

Pasal  3

Huruf a

Cukup jelas.  

Huruf b

Cukup jelas. 

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemanfaatan  energi  di  semua  sektor  sesuai  dengan  keperluan berdasarkan standar penggunaan energi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang  dimaksud  nilai  keekonomian  berkeadilan  adalah  suatu nilai/biaya  yang  merefleksikan  biaya  produksi  energi,  termasuk biaya  lingkungan  dan  biaya  konservasi  serta  keuntungan  yang dikaji  berdasarkan  kemampuan  masyarakat  dan  ditetapkan  oleh Pemerintah. 

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8  

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang  dimaksud  dengan  kalangan  akademisi  adalah  pakar energi yang berasal dari  perguruan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalangan industri adalah praktisi yang bergerak di bidang industri energi. 

Huruf c

Yang  dimaksud  dengan  kalangan  teknologi  adalah  pakar  di bidang rekayasa teknologi energi. 

Huruf d

Yang  dimaksud  dengan  kalangan  lingkungan  hidup  adalah pakar lingkungan di bidang energi.  

  Huruf e

Yang dimaksud dengan kalangan konsumen adalah masyarakat pengguna energi. 

Ayat (4)

 Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peran  masyarakat  dalam  ketentuan  ini  adalah  pemberian  masukan berupa gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis.  

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang  dimaksud  dengan  neraca  energi  adalah  gambaran keseimbangan  antara  pasokan  berbagai  sumber  energi  dan penggunaan energi dalam periode tertentu. 

Huruf d

Cukup Jelas. 

Huruf e

Cukup Jelas. 

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan nilai keekonomian adalah nilai yang terbentuk dari keseimbangan antara pengelolaan permintaan dan penawaran. Insentif dapat berupa bantuan permodalan, perpajakan, dan fiskal. Kemudahan dapat berupa penyederhanaan prosedur perizinan dan persyaratan pengusahaan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Badan usaha meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Bentuk pemberdayaan masyarakat setempat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas 

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3

Yang dimaksud dengan produsen adalah produsen di dalam negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penetapan kebijakan nasional antara lain termasuk penetapan harga energi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Pembinaan diutamakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas 

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas
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